
D EPA RT'EM Et\t PII,I{D ID I I{A N f{A S I ONA L
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

.lln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tronrol Pos 190 Jalcarta 10002
Telp. 5731 956 (FIunting)

Nomor
Lampiran
Perihal

KepaCa Yth.

1P7ftft/zoo3 9 Juti 2oo3

ljin Penyelenggaraan Program Studi Magister llmu Hukurn (SZ)
pada LJniversitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Sdr. Rektor Uni'rersitas Syiah Kuala
Karnpus Darussalarrr
Banca.Aceh

Bahrrya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 1761C,12001,
Direktorat Jenderai Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian
tugas Departemen cii bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
oleh Menteri dan peraturan perundarrg-undangan yang berlaku.
Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan
pendidikan tinggi daiam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi'di
lndonesia.

A. Lancjasan F,ri';t,-:lan:

1. Undang-und.rng Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Peirerintah Republik lndonesia No. 60 Tahun 199g;

3. Keputu.san Fresiden Republik lndonesia:
a. Nomol E5iirl Tahun 1999;
b. Nomci 1C2 Tahun 2001;
c. i"lorr:l'22.::'M Tahun 20Ci;

4 Keputusan i,,rienteri Pendidikan Nasronal.
a Nor'rci' :' 3ziUl2OOO,
b Norc:- l3'''rU12000;
c. Nornc r 't76;012001',

d. Nornor i+5lUl2OO2',

5. Keputusan DirekturJenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DlKTllKepl2OOl tanggal
30 April2001

B. Memperhatikan:

1. Surat Pertimbangan Direktorat Jenderai Pendidikan Tinggi No. 1492lD2f:AO2
tanggal 12 iuli 2002

2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi .

Dengan ini membe:ikan ijin penyelenggaraan Program Studi Magister llmu Hukum
(s2) pada univei=:ts Syiah Kuala dengan ketentuan sebagai berikut:

ljin penyeienggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun
terhiiuig sejal.. :aiun akademik pertama setelah ditetapkanrri,a Keputusan ini:

Pemrakarsa rvajic menyampaikan iaporan hasil penyeiengga:'aan program studi
setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik kepada Direktur
Jenderal PenCidikan Tinggi untuk die,raluasi. Kelalaian untuk melaksanakan
'Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
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3. pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa

pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai

dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat

sebJgai 
'konsekwensi 

dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil

evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;

4. ljin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:

a. Permohonan akreditasi BAN-PT;
b. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaaya kepada Departemen Pendidikan

Nasional;

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan

terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 
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1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagal laporan);."'.' -'7'

2. lnspektur Jenderal Departemen penOiOiXap Nqsijtdt;
3. SeKretarisdan para DirdE4ur d !ingl'<.ungan'Ditjefi Pendidikan Tinggi;


